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1 PROGRAM 

PENGARUSTAMAAN 
GENDER 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN

Persentase Anggaran 
Responsif Gender di 
Perangkat Daerah 
Provinsi

12% 0,00 0,00 0,00 0,00

Bimtek dari KemenPPPA terlaksana TW II, 
sambil menunggu form baru dari 
KemenPPPA untuk perhitungan ARG. 
Sehingga ARG seluruh OPD Provinsi akan 
mulai dihitung diTW 3

Persentase 
Perempuan yang 
difasilitasi pelatihan 
menjadi wirausaha

80% 0,00 0,00 0,00 0,00

Kegiatan PPEP baru dimulai TW II yaitu 
assesment awal. Outcome baru akan 
dianalisis di TW IV, apakah kelompok yang 
didampingi berhasil melanjutkan usahanya 
atau tidak. 
- 5 tahapan pelaksanaan pelatihan (2026)
  1. Workshop Need Assesment, 
Pengelolaan Sumber Daya Lokal dan 
Kewirausahaan Perempuan (Mei)
  2. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif dan 
Teknik/ Desain Pengemasan (Juni)
3. Pelatihan Teknik Desain/Pengemasan dan 
Strategi Pemasaran (Juli)
  4.Perijinan Usaha dan Perencanaan 
Pengembangan Usaha (Agustus)
  5. Supervisi dan pendampingan usaha 
dengan stakeholder lokal (September)

Pelembagaan 
Pengarusutamaan 
Gender (PUG) pada 
Lembaga 
Pemerintah 
Kewenangan 
Provinsi

Nilai Evaluasi PUG 
Provinsi

900 120.030.000             0 0,00 0 0,00              1.500.000   2.750.000 2,29   8.100.000              2.750.000 2,29
 Menunggu hasil evaluasi 
PPE dari KemenPPPA

Pemberdayaan 
Perempuan Bidang 
Politik, Hukum, 
Sosial, dan 
Ekonomi pada 
Organisasi 
KeMasyarakatan 
Kewenangan 
Provinsi

Persentase 
perempuan yang 
mendapat fasilitasi 
pengembangan 
kapasitas 
meningkat 
pemahamannya

40%  2.527.827.000 10% 0% 20% 0%            72.929.500          226.792.660 8,97   253.241.638          322.131.160 12,74

pelaksanaan PPEP dimulai bulan April : 
rapat persiapan 
Tahap I - Mei 
Tahap II - Juni 
Tahap III - Juli 
Tahap IV - Agustus 
Tahap V - September di akhir tahap akan 
dilakukan post test

2 PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN

Persentase UPTD PPA 
kabupaten/kota sesuai 
standar layanan

85%  714.576.000 20,00 77,14 35,00 88,57            27.675.000            21.308.000 10,46            22.117.000          164.668.500 27,06

sudah ada 31 kab/kota yg membentuk uptd 
per April. kurang 4 kab/kota

TRIWULAN I 2026 TRIWULAN II 2026 TRIWULAN I 2026 TRIWULAN II 2026

         229.542.660 12,27         324.881.160   261.341.638 8,67 2.647.857.000            74.429.500 

MATRIK EVALUASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TRIWULAN I 2026

NO PROGRAM
INDIKATOR 
PROGRAM

KEGIATAN
INDIKATOR 
KEGIATAN

 ANGGARAN 2026 

KINERJA KELUARAN/OUTPUT KINERJA KEUANGAN

TARGET 2026
KETERANGAN



Pencegahan 
Kekerasan 
terhadap 
Perempuan yang 
melibatkan para 
Pihak Lingkup 
Daerah Provinsi 
dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase 
Kecamatan yang 
mempunyai rumah 
perlindungan 
perempuan

25%  109.496.000 10,00 24,65 15,00 30,38            17.500.000   17.950.000 16,39   20.500.000            27.150.000 24,8

Tahun 2025 sudah ada 142 kecamatan yang 
difasilitasi pembentukan RPPA dari total 576 
kecamatan
60 RPPA yang terbentuk di 2026, akan 
dilaksanakan bulan april dan mei
s/d april 2026 sudah terfasilitasi 
pembentukan RPPA di 175 kecamatan

Penguatan dan 
Pengembangan 
Lembaga Penyedia 
Layanan 
Perlindungan 
Perempuan 
Kewenangan 
Provinsi

Jumlah lembaga 
penyedia layanan 
yang terstandarisasi

15 Unit% 469.040.000             15,00 27,00 15,00 31,00            10.175.000            21.308.000 4,54            22.117.000          137.518.500 29,32

sudah ada 31 kab/kota yg membentuk 
UPTD PPA per TW II. kurang 4 kab/kota

Persentase korban 
kekerasan perempuan 
yang mendapat 
layanan komprehensif

100% 100,00 100,00 100,00 100,00   11.696.000            11.696.000 8,6

Penyediaan 
Layanan Rujukan 
Lanjutan bagi 
Perempuan Korban 
Kekerasan yang 
memerlukan 
Koordinasi Tingkat 
Daerah Provinsi 
dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase 
perempuan korban 
kekerasan yang 
mendapat layanan 
rujukan lanjutan

100% 136.040.000             100,00 100,00 100,00 100,00   11.696.000            11.696.000 8,6            11.696.000   24.470.000 17,09

3 PROGRAM 
PENINGKATAN 
KUALITAS 
KELUARGA

Persentase 
kabupaten/kota yang 
memiliki kebijakan 
terkait ketahanan 
keluarga

20%  307.888.000 5,00 22,85 10,00 22,85 76.025.000          75.147.000          24,41 111.925.000        95.047.000          30,87

Sudah tercatat 8 kab/kota yang memiliki 
kebijakan ketahanan keluarga:
1. Kab. Kendal (perda)
2. kota Tegal (perda)
3. Purbalingga ( perda )
4. Sukoharjo ( Perda )
5. Kab Karanganyar ( perda )
6. Banjarnegara(perda)
7. Kota pekalongan (perda)
8. Kab. Tegal (Perda)

 Peningkatan 
Kualitas Keluarga 
dalam 
Mewujudkan 
Kesetaraan Gender 
(KG) dan Hak Anak 
Kewenangan 
Provinsi

Persentase 
Kabupaten/Kota 
yang mendapat 
pendampingan 
intensif terkait 
kebijakan 
pembangunan 
ketahanan keluarga

20%  307.888.000 5,00 0,00 10,00 0,00 76.025.000          75.147.000          24,41 111.925.000        95.047.000          30,87

kegiatan dilaksanakan di TW III

Persentase lembaga 
layanan keluarga yang 
terlatih

24%  14.088.000 21,00 22,86 22,00 22,86 1.480.500            1.480.500            10,51  2.230.500 1.480.500            10,51



Penyediaan 
Layanan bagi 
Keluarga dalam 
Mewujudkan KG 
dan Hak Anak yang 
Wilayah Kerjanya 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase Layanan 
Keluarga yang 
meliputi Edukasi, 
Konsultasi, dan 
Konseling yang 
responsif gender 
dan anak

100%  14.088.000 100% 100% 100% 100%              1.480.500              1.480.500 10,51   2.230.500              1.480.500 10,51

4
PROGRAM 
PEMENUHAN HAK 
ANAK

Indeks Pemenuhan 
Hak Anak (IPHA) 61,50%  335.303.000 61,50 71,96* 61,50 71,96*            30.241.500   30.241.500 9,02   35.041.500          127.100.500 37,91

Pelembagaan PHA 
pada Lembaga 
Pemerintah, Non 
Pemerintah, dan 
Dunia Usaha 
Kewenangan 
Provinsi

Jumlah 
Kabupaten/Kota 
dengan predikat 
KLA minimal Madya

30 Kab/Kota 244.793.000             0 0 0 0   25.391.500            25.391.500 10,37            27.891.500          119.950.500 49

Terdapat 30 kab/kota KLA dengan predikat 
minimal Madya pada tahun 2025.
Saat ini sedang proses evaluasi mandiri KLA, 
hasil predikat KLA baru akan diketahui pada 
triwulan IV

Penguatan dan 
Pengembangan 
Lembaga Penyedia 
Layanan 
Peningkatan 
Kualitas Hidup 
Anak Kewenangan 
Provinsi

Jumlah lembaga 
layanan 
pemenuhan hak 
anak yang 
mendapatkan KIE 
layanan ramah anak

35 Lembaga 90.510.000               35 35 35 0   4.850.000   4.850.000 5,36              7.150.000              7.150.000 7,9

Telah dilaksanakan kegiatan Ngopi Penak 
selama 3 kali dan menjangkau masyarakat 
serta melibatkan lembaga-lembaga PHA spt 
: APSAI, APINDO, Satuan Pendidikan, LPKA 
Kelas 1, Puspaga 35 kab/kota, SETARA, LRC 
KJHAM, LBH APIK, LPA KLATEN, LBH 
SEMARANG, FORUM ANAK 35 Kab/Kota, 
GENRE

5
PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
KHUSUS ANAK

Indeks Perlindungan 
Khusus Anak (IPKA)

79% 153.646.000             79,00 80,93* 79,00 80,93*   11.630.000            16.216.000 17,68            22.630.000            21.943.000 13,46

Pencegahan 
Kekerasan 
terhadap Anak 
yang Melibatkan 
para Pihak Lingkup 
Daerah Provinsi 
dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase 
Kecamatan yang 
mempunyai rumah 
perlindungan anak

25% 91.713.000               22,00 24,65 23,00 30,38   11.630.000            16.216.000 17,68            13.630.000            16.216.000 17,68

Tahun 2025 sudah ada 142 kecamatan yang 
difasilitasi pembentukan RPPA dari total 576 
kecamatan
60 RPPA yang terbentuk di 2026, akan 
dilaksanakan bulan april dan mei
s/d april 2026 sudah terfasilitasi 
pembentukan RPPA di 175 kecamatan

Penguatan dan 
Pengembangan 
Lembaga Penyedia 
Layanan bagi Anak 
yang Memerlukan 
Perlindungan 
Khusus Tingkat 
Daerah Provinsi 
dan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah lembaga 
penyedia layanan 
perlindungan anak 
yang telah 
difasilitasi 
pengembangannya

50 Lembaga 61.933.000               50,00 0,00 50,00 0,00                            -                              -   0              9.000.000              5.727.000 9,25

Persentase korban 
kekerasan anak yang 
mendapat layanan 
komprehensif

100%  136.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00            25.571.500            25.981.500 19,1            26.571.500            39.464.990 29,01



Penyediaan 
Layanan bagi Anak 
yang Memerlukan 
Perlindungan 
Khusus yang 
Memerlukan 
Koordinasi Tingkat 
Daerah Provinsi

Persentase anak 
korban kekerasan 
yang mendapat 
layanan rujukan 
lanjutan

100% 136.040.000             100,00 100,00 100,00 100,00            25.571.500            25.981.500 19,1            26.571.500            39.464.990 29,01


